ey

«312

MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022

Menteri Dalam Negeri

08 April 2021




Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RPJMN 2020-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

o

[N -

e < <

l_{'& RPJMN telah ditetapkan Presiden melalui

O<<
|

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam
melangkah ke depan menuju Indonesia Maju

RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian
target yang sudah ditetapkan

RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (tahunan)

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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VISI-MISI DAN ARAHAN PRESIDEN SERTA AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

VISI-MIS| PRESIDEN ARAHAN 7 AGENDA PEMBANGUNAN

1 | Peningkatan Kualitas Manusia 1 Pembangunan p Ketahanan Ekonomi untuk
Indonesia SDM ~— 73]} 1| Pertumbuhan Berkualitas dan
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Berkeadilan
Mandiri, dan Berdaya Saing o | Pengembangan Wilayah untuk
3 Pembangunan yang Merata dan 2 Pembangunan ﬂ Mengurangi Kesenjangan
Berkeadilan Infrastruktur )
4 | Mencapai Lingkungan Hidup yang \3/ 3 SD.M CeHUAIES SAH Cea
Berkelanjutan XY Saing

5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Penyederhanaan b o Revolusi Mental dan
Kepribadian Bangsa Regulasi oy 4

Pembangunan Kebudayaan

Y
6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya e i
Perli::ungan bagi Segenap Bar:wgsa):'jan n henyedemhanaan N flml 5 ::‘eflraa;;;uak;lgausr:ru e
7 | Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Birokrasi
Warga @

6 | Lingkungan Hidup, Ketahanan

i i : Bencana, dan Perubahan Iklim
8 Pengglolaan Pemerintahan yang Bersih, Transformasi *
Efektif, dan Terpercaya 5 ; S,
Ekonomi ,%; Stabilitas Polhukhankam dan

‘ Sinerg Pemerintah Beerah caiam | — 7 Transformasi Pelayanan Publik
Kerangka Negara Kesatuan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas @www.kemendagri.go.id ﬁ Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri n




Kementerian Dalam Negeri 4

Republik Indonesia

TARGET PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

5.4—6,0 % 6.5—7.0% 0,370 — 0,374 4.0-4.6 %

Tingkat Indeks
Gini Rasio Pengangguran Pembangunan
Terbuka VERIVEE

Pertumbuhan Tingkat

Ekonomi Kemiskinan

SASARAN PEMBANGUNAN RKP 2022

R A e |a] (w |

5,4-6,0% 55-62% 0,376 -0,378 73,44-73,48 8,5-9,0% 102 - 104 102 - 105 26,8 -27,1%

Tingkat - Indeks Tingkat Nilai Tukar Nilai Tukar PERLED
Pengangguran Rasio Gini Pembangunan Kemiskinan Petani Nelayan Emisi Gas

Terbuka Manusia Rumah Kaca

Pertumbuhan

Ekonomi

Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2022 berupa rancangan awal

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas @www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri n
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TEMA RKP 2020-2022

TAHUN 2020 TAHUN 2021

TAHUN 2022

GOVERNMENT
INTERVENTION

Peningkatan SDM
untuk Pertumbuhan
Berkualitas

Mempercepat
Pemulihan Ekonomi
dan Reformasi

/\ Sosial

ab.

GROWTH BUSINESS

Pemulihan
Ekonomi dan
Reformasi
Struktural

TEMA RKPD PROVINSI BANTEN

“PEMANTAPAN DAYA SAING EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA”

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Jumlah Wisman . Transformasi Pengguna Internet
8,5-10,5 juta Pariwisata . Digital 79,20%
Pengolahan Non Migas industri Pembangunan Penurunan Emisi GRK
5,8-6,5% Rendah Karbon ZELT
Pembangunan Rusun Perlindungan Program Jaminan Sosial
4.600 unit Infrastruktur . Sosial 87%
Pertumbuhan Wirausaha Prevalensi Stunting Balita
2% UMKM @ Kesehatan 18.4%
Pola Pangan Harapan Ketahanan Pendidikan dan Paten Domestik
= Pangan Ketrampilan 900

Sumber: Rancangan Permendagri tentang RKPD 2022 @ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’ kemendagri kemendagri n
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DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

MASYARAKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMDA
'- Provinsi Banten :
kontribusi

kontribusi

|

kontribusi kontribusi

TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

7l
@www.kemendagri.go.id n Kemendagri RI Y kemendagri kemendagri n
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e MENINGGAL
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Kementerian Dalam Negeri

e SEMBUH

PERKEMBANGAN COVID-19 DI INDONESIA

— KASUS TERKONFIRMASI

. MENINGGAL

. SEMBUH

. DALAM PERAWATAN / ISOLASI MANDIRI
600,000

254%
500,000 [RerLXEdl

TARGET

Nov Jan 2021 Mar

KASUS TERKONFIRMASI

7.775
365,600
1
400,000 ‘ =B 5%
246,788
24,17 |,
11.2% 3 “
219,475 i .
300,000 167,276 9.3% . :
35972 138,706
124,189 [WISEE8 =
200,000 7115 B 123310 i 40% T
ses0 il ' [l 59386 24% 23% 21% 1.8% 1.8% 1.3% 1.2% %
" m 1,315 3917 36, |67 34,391 32,811 31,455 . . = e
~ / 27,120 27,119 19,429 17,443 16,921 15,351
58220 [ 7,162 Q2P a B Brl B P B : 2706 W 2432
100,000 35362 [ 28953 [ 32,131 QN 26837 s B 0.
29,611 Y 23714 [ 23,627 0 15450 [ 13,829
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PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

40.349.049

SASARAN SDM KESEHATAN,

PETUGAS PUBLIK, LANSIA

Sumber: Satgas Covid-19, per 5 April 2021

8.838.081

VAKSINASI KE-1

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI

4.208.326

VAKSINASI KE-2

,kemendagri kemendagri n
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PERPRES NO 99
TAHUN 2020

N

D>

Pengadaan Vaksin Dan
Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka
Penanggulangan
Pandemi Covid-19

Kementerian Dalam Negeri

4
PENGADAAN VAKSIN

POIN-POIN PENTING

<

1. Penyebaran Covid-19

telah dinyatakan scbagai
pandemi global dan
bencana nasional non
alam.

2. Untuk menanggulangi

pandemi Covid-19
diperlukan percepatan
dan kepastian pengadaan
vaksin sesuai
ketersediaan dan

kebut uhan ditctapkan
Pemcrintah.

DUKUNGAN
KEMENDAGRI

Mendagri memberikan

mengoordinasikan

dukungan dengan

Pemda

provinsi dan kabupaten'Kota

dalam pelaksanaan
COVID-

Vaksinasi
12 (Pasal 21 Ayat 6).

VAKSIN BERBASIS VIRUS MURNI VAKSIN BERBASIS GEN ATAU DNA

Dikenal dengan istilah whole virus based atau
inactivated vaccine. Virus dimatikan atau dibunuh
sehingga tidak berbahaya bagi orang. Kelebihan:
telah umum digunakan sehingga sudah bisa
diketahui kualitasnya.

Antigen komplit dan adjuvan atau substansi yang
dimasukkan ke dalam tubuh dapat memicu sistem
imun tubuh. Contoh: Vaksin Sinovac dan Vaksin
Sinopharm.

Dikenal juga dengan istilah mRNA vaccine. Proses
pembuatan vaksin relatif cepat dibandingkan
dengan ragam-ragam pembuatan vaksin lainnya.
Belum ada yang dipasarkan karena belum dapat
dibuktikan dari sisi daya guna dan keamanannya.
Vaksin berbasis gen baru digunakan kepada
binatang, belum untuk manusia.

VAKSIN BERBASIS VEKTOR VAKSIN SUB UNIT
ADENOVIRUS ATAU BERBASIS PROTEIN

Belum ada contoh yang telah dipasarkan atau
diedarkan di masyarakat. Karakter dari adenovirus
vector vaccine dinilai mampu menstimulasi tubuh
sehingga menghasilkan imun yang lebih komplit,
lebih kuat dan lebih tahan lama.

Metode belum dapat dibuktikan sehingga aspek
regulasinya akan cenderung lama. Contoh: Vaksin
CanSino.

INDONESIA MEMILIH
VAKSIN SINOVAC DAN VAKSIN SINOPHARM

Telah dibuktikan khasiatnya karena telah ada
contoh-contoh sebelumnya vyang beredar di
masyarakat.

Belum ditemukan efek samping dari metode
vaksin tersebut.

Proses pembuatan tergolong cepat.

karena motode pembuatan vaksin menggunaskan platform inactivatod atau virus yg dimatikan
dan sudsh dikuassi Indonesia, serta ketoerjangkauan harga, efck samping yang rondah,

moemiliki dosis tunggal,

dan memperhatikan sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri n
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DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PROGRAM VAKSINASI

Menunjuk Satuan Polisi S

Pamong Praja (Satpol PP)
menjadi Duta Perubahan
Perilaku

Menegakkan Protokol Kesehatan, Sekaligus Mendukung
Program Vaksinasidalamupaya menekan penyebaran virus
Covid-1S, serta menjadi influencer pendukung vaksinasidengan
membuat konten kampanye yang menyatakan sikap siap
divaksin.

« Satpol PP di daerah terus memonitor dan .

melakukan penegakan protokol kesehatan, serta .
membuat laporan, baik report harian, mingguan dan .
bulanan. .

* Integrasi layanan dasar trantibum linmas .
dituangkan pada SPBE dan pembuatan Videc Profile -
Satpol PP

SEBAGAI UPAYA MITIGASI C

s‘-l‘f'

Program 2021 Kemendagri

DISIPLINPOL PP

Hak Dan Kewajiban

Jenis Penyelenggaraan Disiplin
Sanksi

Penghargaan Dan Pembinaan
Pembinaan Dan Pengawasan
Demosi

v

« Kopde Kehormatan
« Tata Krama, Kegiatan
Mekanisme lzin dan

Dispensasi

Kemendagri senantiasa membangun Komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal Penyediaan data lengkap
Penerima Vaksin dalam setiap tahapannya dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dalam KTP Elektronik



Kementerian Dalam Negeri /4

Republik Indonesia

PERKEMBANGAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA

TREN PERBAIKAN EKONOMI

|
SUMATERA JAWA

4.53 3.02 (3.17) (2.26) (2.21) || 5.28 3.41 (6.71) (3.91) (2.60)

AV | R TTIY; A2 e | TTRRY;
- KALBAR

8 (iae) 2019 2020 2019 2020
i. BABEL o) , : KALIMANTAN SULAMPUA

3.86 2.35(4.30) (4.21) (2.81) || 5.45 3.99 (0.85) (1.05) 0.36

I Il m v v I Il v
2020 2019 2020

BALINUSRA INDONESIA

5.49 0.88 (6.29) (6.81) (7.43) || 4,96 2,97 (-5,32) (-3,49) (-2,19)

’
B wivatwn [l 'wiv<Twn
v lv-v-v-v-r

Perkembangan perekonomian Banten TW IV lebih baik dibandingkan TW L L L I/ L L
sebelumnya 2019 2020 2019 2020

Sumber: BPS, Bl Maret 2021 @ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’ kemendagri kemendagri n
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PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

Malut . 402
Sulteng . 36
Papua I 2 32
Bengkulu 20.02;
Gorontalo 0.02) |
Sumsel (0.11) ®
Aceh (0.37) mm
Jambi (0.46) mmm
NTB {0.64 e
Sultra 0.65) N
Sulsel (0.70) mm—m
Pabar (0.77) ==
NTT (0.83) mmm—m
Maluku (0.92) m———m
Sulut (0.99) ————
Sumut (1.07) n———
Kaltara (1.11{ e |
Riau (1.12) n—
Kalteng (1.40) IE—
Sumbar (1.60) TE———
Lampun (1.67) HE—
Kalse 51.81 e ]
Kalbar L e
Babel LGl p——
DKI (2.36)
Jatim B T e
Sulbar 52.42; )
Jabar 2.44) W
Jateng (2.65) I
DIy (2.69) N
Itim (2
| Banten ~(3.38)
C'Jll =R
Bali (9.3 1)

Sumber: BPS, Bl Maret 2021 @www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI , kemendagri kemendagri n
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TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

10,3410,4¢10,64 10,95

7,57
6,80 6,87 6,88 6,91 7,37
e e e e i e 437Dl?ﬁb—sz.sg-spl.-Jya.S..Sd—&iléﬁZ_Q_gES
332377407422428428“8457438458467474....... III I“l
O O > \s a & . = S > o \s
. Q3 z \‘> 8\ = ‘\‘\' : ;\ S‘\ C ‘, b‘ N X \‘\ "' .3" < i:b »\ g -\Q “\ ¥ \‘ X \\ 2l »SC *123 "‘ \ \\» \a o 3
o \\T\AM &V‘F S & \‘5\ v“'\\ ;:v“\ \@\ > S \\\\\\\ ﬂmw“r : & & & v‘x \S\\\ ‘v‘b' ¥ ;\\O\Y\ & &5 T )
\;L\» \x\ = 'o.\& \_\Q% ‘\:g? \OO 5\\&\ e S N R o ,\g"‘ \\\,‘ ,cg\\? & ‘ \S.\% \'?t‘\\ \\}"\ \@\\ ﬂS\} ,\QT" :3‘\ »}‘Q Q‘x;&‘ - & S
¥ & = Lo W & s F £ & S % S OO P PN
F & e S N S & 22 5 & > R
) \&)' > = &
. Ribu orang
Persentase Setengah Pengangguran terhadap Penduduk Bekerja < 300 s Bekerja —TPT s 1«
Agustus 2018 — Agustus 2020
5.600
- 10
9,54
2.53 5.400
8,92
A 200 7 g59 35,_ s (5,55 Juta Orang
d 52 —_ 5.000 BEKERJA
e . 11
4,23 o2 -
’ e 4.800 i 8 661,06 Ribu Oran
00— 9 PENGANGGURA
4,600
- 7
4.400
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Sumber: BPS, Bl Maret 2021 @www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI , kemendagri kemendagri
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ARAHAN PENYUSUNAN RKPD 2022

58
=

Peraturan & Kebijakan

ooc—oo0

MEMPERHATIKAN

=

Kondisi & Potensi

Pemda perlu
mensinkronkan
peraturan dan kebijakan
Pemerintah seperti
percepatan penyaluran
banson/JPS dan
lainnya

RPJMD perlu
diperhatikan karena
merupakan pedoman
dan instrumen evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan

<

Rakortekrenbang

XK

SIPD

Kondisi dan potensi
daerah perlu
diperhatikan terutama
dalam rangka penanganan
Pandemi Covid-19 dan
pemulihan ekonomi

O

!

Hasil
Rakortekrenbang
agar ditindaklanjuti dan
disinkronkan dalam
penyempurnaan
rancangan RKPD

Pemda agar
menggunakan SIPD
dalam proses
penyusunan RKPD

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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PERATURAN DAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI
TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH (update)

Kebijakan _terkait Nomenklatur Kebijakan terkait Pembentukan
Program Kegiatan, Subkegiatan o l TKPKD

-\,

N l'\l '
Kebijakan terkait SIPD ] Kebugkan terkait Pengendalian
Inflasi Daerah

e 4

Kebijakan terkait Refoma Agraria ~ &———— Kebijakan terkait Penyusunan Kebijakan terkait Kemudahan Dan
N RPJMD bagi Pemda yang Kesempatan Berusaha di Daerah
Menyelenggarakan Pilkada

Kebijakan terkait Percepatan
Penyaluran Bansos

erentak 2020
"’._‘ ) _-..m.-s..{i?‘.ﬁ;,_ Kebijakan terkait Penyelenggaraan

s el Rakortekrenbang Tahun 2021
_

—-—

&7*}& LS ‘ “"’9"\
Kebijakan terkait Percepatan 7 | _ SR | ’ \>. Kebijakan terkait Pedoman Umum
Penurunan Stunting B - U = wARL B Penyusunan RKPD Tahun 2022

-
—

e
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PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022
BERDASARKAN PENDEKATAN URUSAN PEMERINTAHAN

\ ]
o* Yo, KINERJA URUSAN
KINERJA URUSAN +* * PARIWISATA:
PENDIDIKAN: *. Kontribusi pada

Merdeka Belajar

Ketahanan Ekonomi

L
RKPD TAHUN 2022 °, ‘

Nasional
s
a
2 |
0O0C™>O0O0 :
— N
@ D N
— s
—> s
—>
:
KINERJA URUSAN . ,’ ‘ KINERJA URUSAN
KESEHATAN: * ‘.‘ KUKM:
Mutu dan Akses s a, .e v* UMKM yang Mampu
Kesehatan fmmm

Bersaing

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

“ Py, ., .
l \\,, ’ \‘\ - I B, - - _ . \\,N
9 . 260 . .
L 160 ™ KAB/KOTA R oTA N
KAB/KOTA . KAB/KOTA INTERVENSI LOKUS DESA S
INTERVENSI 4 INTERVENSI LOKUS DESA > BicERiAn
1000 DESA 1600 DESA DITENTUKAN PEMDA
4 PEMDA 7 \
o / — 1 7' 4 17
y ’/'/ V v

) @ @
= Kab. Lebak [ = Kota Cilegon ]
= Kab. Pandeglang ) KolécatTaSngerang
= Kab. Serang = Kota Serang
= Kab. Tangerang = Kota Tangerang Selatan
A L 2.
g —
BANTEN pap =
> 4

TAHUN 2022, KABUPATEN/KOTA YANG DITETAPKAN SEBAGAI LOKUS STUNTING DIDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PPN/BAPPENAS NOMOR
KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 TENTANG PENETAPAN PERLUASAN KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2022

@www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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KEBIJAKAN LAINNYA

Surat Mendagri No 593/5093/SJ,

SE Mendagri No 846/1994/SJ,
tanggal 11/09/2020

tanggal 23/03/2021

:'\
R'Ii

tentang Percepatan Penyaluran ° — ¢ tentang Pemberdayaan Hak Atas
Bansos dan JPS di Provinsi, Tanah Masyarakat Melalui Program
] Reforma Agraria

Kabupaten/Kota, dan Desa

[

Mendorong Walikota dan Bupati untuk Mendorong Pemda untuk mendukung
segera melakukan pencairan/realisasi pemberdayaan terhadap subyek

anggaran Belanja Bansos/JPS i reforma agraria
gzg?\;lj:s;ergjkzrtg?efde;rigzs C';/(l) ?/?;af; Permendagri No. 90/2019- Diintegrasikan ke dalam RPJMD,

_ _ Kepmendagri 050-3708/2020 RKPD, dan APBD

'l\/'ingoro,”g Wa_“kOttaS?” Bupati terkait Nomenklatur Program

melakukan inovasi untuk transparansi - .
penyaluran Bansos/JPS agar tepat Kegiatan, Subkegiatan
sasaran ‘

Diterapkan ke dalam RPJMD, RKPD,
dan Renstra
S i YO R Sy >,
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RPJMD VISI RPIJMD

"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “

ISU STRATEGIS

U Tata kelola pemerintahan yang baik dan

) > MISI RPIMD
bersih U Menciptakan tata kelola pemerintahan yang
ocoC>o0o0 -
QIntegrasi pembangunan antar wilayah dan = PO baik (Good Governance)
mitigasi bencana = U Membangun d_an meningkatkan kualitas
— infrastruktur
O Kualitas Sumber Daya Manusia O Meningkatkan akses dan pemerataan
pelayanan Pendidikan berkualitas
U Pertumbuhan perekonomian pasca O Meningkatkan akses dan pemerataan
pandemi covid-19 pelayanan Kesehatan berkualitas

U Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi

.

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

. ) &)
W

Pemantapan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Peningkatan Daya Saing Daerah Pertumbuhan
Pemerintahan Sumber Daya Manusia dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Inklusif

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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PREDIKSI MAKRO EKONOMI PROVINSI BANTEN

2018 2019 2020 2021 2022
INDIKATOR
T R RN T R RN T* R RN T** T
IPM 71.77 71.95 71.39 72.20 72.44 71.92 72.80 72.45 71.94 73.30 73.68
6.00 517 6.20 - 5.02 0.5-1.5 3.38 2.07 4.5 < 6.10 >
LPE . . . . .5-1. -3. -2. . :
icki 513 9.66 5.00 4.94 9.22 5.75 6.63 10.19 5.20 < 5.00 >
Kemiskinan . . . . . . . . . .
q D
TPT 8.45 5.34 8.20 8.11 5.07 9.15 10.64 7.07 10.10 7.84
|nﬂasi 3.70 3.42 3.13 4.20 3.30 2.72 3.70 1.45 1.68 3.50 3.70
Gini Rasio 0.390 0.367 0.384 0.390 0.361 0.380 0.365 0.365 0.385 0.363 0.360

KETERANGAN: T* (Target KUA PPAS TA 2020), T** (Target KUA PPAS TA 2021), R (Realisasi), RN (Realisasi Nasional)

KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2021

s

-ﬁ

=

5,4 -5,8 % 5,18 % 9,2-9,7%
. . Tingkat Pengangguran
Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kemiskinan Terbuka

Sumber: Bappeda Prov. Banten @www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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3. KONDISI DAN POTENSI
INDUSTRI DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Industri dan Investasi Pariwisata di Tanah Jawara
* Proyek investasi yang akan berjalan diantaranya Jumlah wisatwan pada tahun 2020 sebesar 18,5 juta,
merupakan proyek investasi yang bersifat multiyears turun -5,69% (yoy) dibanding tahun sebelumnya

seperti pembangunan pabrik petrokimia, alas kaki,
otomotif, makanan minuman, dan sebagainya.
* Pembangunan proyek tol Serang-Paninbang serta sport

center juga diperkirakan akan mendorong peningkatan
pertumbuhan sektor investasi pada Tahun 2021 P
- ) L 18000 3
P; 16,000 25
14,000 Y
12,000
15
10,000
1
8,000
4,000 0
2,000 0.5
- 2017 2018 | L} m w I " m v =
2019 2020
 miah Wisatawan === Pertumbuhan (% gtg)

Sumber: Bl Maret 2021 @www.kemendagri.go.id 'i Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri n
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PERKEMBANGAN COVID-19 DI PROVINSI BANTEN

TREN PERKEMBANGAN KASUS HARIAN PETA RISIKO

woe MENINGGAL s SEMBUH ~ wemm KASUS TERKONFIRMASI
1,400

1,200
1,000
800
600
400 ' RISIKO KENAIKAN KASUS
M RISIKO TINGGI
s B RISIKO SEDANG
\ RISIKO RENDAH
A '\ 'l ' " id B TIDAK ADA KASUS
0 AN lA M U AR TP, LA B TIDAK TERDAMPAK
May Jul Sep Nov Jan 2021 Mar

Sumber: Satgas Covid-19, per 28 Maret 2021 @www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’ kemendagri kemendagri ﬂ
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Republik Indonesia USULAN PROVINSI BANTEN
DALAM RAKORTEKRENBANG 2021
YANG DISETUJUI K/IL

Peningkatan kualitas Jalan Ir. Soetami W‘ Program Pengelolaan Perikanan dan
(Rangkasbitung - Cikande) JD) Kelautan

. . Program Pengelolaan dan
Pengendalian Banjir Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum

Pengendalian Banjir Kali

. X Peningkatan Ketersediaan, Akses,
Cisadane (lanjutan) ﬂ g

dan Kualitas Konsumsi Pangan

Program Pengelolaan Perkretaapian
(Reaktivasi Jalur KA Banten)

Pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata

=
S
o
S
o
~
S
T

Program Pelatihan dan Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja

1nfue| yigs| seyeqip

Terehabilitasinya hutan dan lahan diluar ﬁ
kawasan hutan negara secara vegetative

_ _ Terdapat 7 usulan diakomodir dan Program Pengelolaan Perkeretaapian (Pembangunan Jalur Ganda KA
Program Pelatihan dan Peningkatan ‘* 15 usulan dibahas lebih lanjut Rangkasbitung - Merak)
Produktivitas Tenaga Kerja = Kajian DAM Serpong Water Conveyance and Supply System
= Pembangunan Fly Over Frontage Unyur
» Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga + Peningkatan Kualitas Jalan Soekarno Hatta (By Pass)
Kerja Industri » Pengendalian Kemacetan / Penanggulangan Kemacetan (Underpass)

* Pengendalian Kemacetan / Penanggulangan Kemacetan (Fly Over)
* Pembangunan Fly Over Perlintasan Kereta
* Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
* Penataan Jalan Akses Tol Cilegon Timur
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ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH
SELAMA PANDEMI COVID-19

REORIENTASI BELANJA MODAL o—

Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas
Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan);
Perumahan MBR (Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus
(Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta
Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

DUKUNGAN PEMULIHAN EKONOMI

SEKTOR RIIL.—L.

Menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan
padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan
stimulus belanja spt insentif sektor pariwisata, percepatan
pengadaan barang dan jasa keperluan Covid-19

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH (ETPD)

Percepatan dan perluasan ETPD dalam rangka
mendorong transformasi digital dan pertumbuhan
ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran
bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.

—

Penegakan disiplin protokol Covid-19, tetap
memprioritakan perlindungan sosial terutama terhadap
rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor
informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja

.
‘0
*

— .
yiviyiviy

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN

® PENGANGGARAN

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi
pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung
SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat
daerah dan nasional

PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Menjaga  keberlanjutan  fiskal, dengan tetap
mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  (pruden),
akuntabel dan transparan, terutama  dalam
pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan
daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN
Daerah

or® KERJA SAMA ANTARDAERAH

Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja
sama antardaerah diharapkan menghasilkan efesiensi
dan  efektifitas  pelayanan  publik,  mengatasi
kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas
wilayah

—OEVALUASI HIBAH DAN BANSOS

Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas,
akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran
dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan
feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan
skema hibah dan bansos
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RKPD TAHUN 2022 DITUJUKAN UNTUK

Mengalokasikan
anggaran yang
memadai untuk
penanganan COVID-19
dan terkait kesehatan
serta penanganan
dampak ekonomi

Berkontribusi pada
pencapaian target
Pembangunan Nasional
sesuai dengan
kewenangan masing-
masing Pemda

Mengembangkan
inovasi dan kolaborasi
dalam mengakselerasi
pembangunan daerah

Menguatkan sektor-
sektor unggulan dalam
rangka pemulihan
ekonomi

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri n
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